
 
 

 
 

 

 
 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN WALI KOTA BATU 
 

NOMOR  55  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BATU, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

SALINAN 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
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2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
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Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2020 Nomor 14/A); 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 5/A); 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 

Nomor 3/A); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri 

atas: 

(1) Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  147.007.052.561,30 

- Pajak Daerah Rp   120.648.204.570,00 

- Retribusi Daerah Rp      5.170.531.250,00 

- Hasil Pengelolaan  

Kekayaan Daerah  

yang Dipisahkan Rp      3.167.842.346,85 

- Lain-lain PAD  

yang Sah Rp    18.020.474.394,45 

b. Pendapatan Transfer Rp  804.342.808.810,00 

- Pendapatan Transfer  

Pemerintah Pusat Rp  700.970.466.523,00 
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- Pendapatan Transfer  

Antar Daerah Rp  103.372.342.287,00 

c. Lain-lain Pendapatan  

Daerah yang Sah Rp    18.612.491.000,00 

- Pendapatan Hibah 

Lain-lain Pendapatan  Rp        2.250.000.000,00 

- Sesuai dengan  

Ketentuan Peraturan  

Perundang-Undangan Rp     16.362.491.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp   969.962.352.371,30 

(2) Belanja 

a. Belanja Operasi Rp   760.002.036.806,08 

- Belanja Pegawai Rp   371.023.378.106,00 

- Belanja Barang 

dan Jasa Rp   320.805.918.620,74 

- Belanja Hibah Rp     56.890.266.879,34 

- Belanja Bantuan 

Sosial Rp 11.282.473.200,00 

b. Belanja Modal Rp   131.194.504.247,65 

- Belanja Modal  

Peralatan dan Mesin Rp     34.866.502.517,00 

- Belanja Modal Gedung  

dan Bangunan Rp     32.911.388.435,44 

- Belanja Modal Jalan,  

Jaringan, dan Irigasi Rp     59,010,391,401.21 

- Belanja Modal Aset  

Tetap Lainnya Rp   4.406.221.894,00 

c. Belanja Tidak Terduga Rp       6.026.894.068,00 

d. Belanja Transfer Rp     92.749.593.835,00 

- Belanja Bagi Hasil Rp   9.282.280.191,00 

- Belanja Bantuan  

Keuangan Rp 83,467,313,644.00 

Jumlah Belanja Rp   989.973.028.956,73 

Surplus/(Defisit) (Rp   20.010.676.585,43) 

(3) Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan   Rp 268.961.465.585,28 

- Sisa Lebih Perhitungan  

Anggaran Tahun  

Sebelumnya   Rp 268.961.465.585,28 

b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp     5.646.450.000,00 

- Penyertaan Modal  

Daerah   Rp     5.646.450.000,00  

Pembiayaan Netto   Rp 263.315.015.585,28 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Tahun Berkenaan 

(SiLPA)   Rp 243.304.338.999,85 

 

Pasal 2 
 
(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum 
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dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Ringkasan Laporan Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke  

dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 3 

 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 
 

 

Ditetapkan di Batu  

pada tanggal  23 September   2022 
 

WALI KOTA BATU, 

 
 

ttd 

 
 

DEWANTI RUMPOKO 
 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal   23 September   2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 

ttd 
 
 
 

ZADIM EFFISIENSI 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 99/A 


